
SALINAN

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENGESAI]AN KERANGKA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KERJA SAMA

EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA UNTUK TUJUAN DAMAI
(FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMDNT OF THE REPUBLIC

OF INDONESIA AND THE C,OWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USES

OF OWER SPACD FOR PEACEFUL PURPOSEq

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa antariksa merupakan wilayah bersama umat
manusia yang eksplorasi dan penggunaannya untuk
maksud damai dan dapat dicapai melalui kerja sama
internasional untuk memperoleh manfaat dalam
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa
serta untuk meningkatkan kemampuan eksplorasi dan
pemanfaatan antariksa guna mencapai kemandirian
teknologi keantariksaan dalam negeri yang ditujukan
untuk kemakmuran ralryat;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik India telah menandatangani Kerangka
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik India tentang Kerja Sama Eksplorasi
dan Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai
(Frameuork Agreement between the Gouernment of the
Republic of Indonesia and the Gouernment of tlw Republic of
India on the Cooperation in the Exploration and Uses of
Outer Space for Peaceful Purposes) masing-masing pada
tanggal 28 Mei 2018 di Jakarta, Indonesia dan tanggal
22 Mei 2OLB di New Delhi, lndia;
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C. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksaan kerja sama eksplorasi dan penggunaan
antariksa, perlu mengesahkan Kerangka Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik India tentang Kerja Sama Eksplorasi dan
Penggunaan Antariksa untuk T\rjuan Damai (Frameuork
Agreement between the Gouernment of the Republic of
Indonesia and the Gouernment of the Republic of India on
Cooperation in the Exploration and Uses of Outer Space for
Peaceful Purposesl;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pengesahan Kerangka
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik India tentang Keda Sama Eksplorasi
dan Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai
(Frameuork Agreement betueen *Le Gouernment of the
Republic of Indonesia and the Gouernment of tlrc Republic of
India on Cooperation in the Exploration and Uses of Outer
Space for Peaceful hrposes);

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOI2l;

d

Mengingat

Menetapkan

1.

2.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN KERANGKA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KERJA SAMA
EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA UNTUK
TUJUAN DAMAI (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNME,NT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THB REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION
IN THE E,XPLORATION AND USES OF OUTDR SPACE FOR
PEACEFUL PURPOSEq.
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Pasal 1

(1) Mengesahkan Kerangka Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India
tentang Kerja Sama Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa
untuk Tujuan Damai (Frameutork Agreement betueen the
Gouernment of the Republic of Indonesia and the
Gouernment of the Republic of India on Cooperation in the
Exploration and Uses of Outer Space for Peaceful htrposes),
yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik India masing-masing
pada tanggal 28 Mei 2Ol8 di Jakarta, Indonesia dan
tanggal 22 Mei 2Ol8 di New Delhi, India.

(2) Salinan naskah asli Kerangka Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
India tentang Kerja Sama Eksplorasi dan Penggunaan
Antariksa untuk Tujuan Damai (Frameutork Agreement
between the Gouernment of the Republic of Indonesia and
the Gouernment of the Republic of India on Cooperation in
the Exploration and Uses of Outer Space for Peaceful
Purposes) dalam bahasa Indonesia, bahasa Hindi dan
bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden
diundangkan.

Pasal 2

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan

-undangan,

ttd

ttd

SK No 048513 A

ilvanna Djaman


